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EKSISTENSI HUKUM PIDANA # ADAT 

DALAM 
RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG KUHP NASIONA 
Sukmareni adalah Staf Pengajar STIH YPKMI Padang 

Sukmareni 

Dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum 

Pascasarjana 

Pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Beloni 

yang masih berlaku sampai sekarang walaupun sudah dilakukan beberapa kali perubaha 

sudah tidak bisa ditunda lagi, karena sudah tidak sesuai dengan nilai nilai luhur bang; 

sebagai nilai-nilai serta kepribadian yang dijunjung tinggi bangsa yang tercermin dalr 

hukum pidana adat, (hukum yang hidup dalam masyarakat) yang secara materiil dirasaka 

dapat memenuhi rasa keadilan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yarg 

muncul di masyarakaat. Perubahan tersebut terutama mnengenai masalah-masalah pokoi 

dalam hukum pidana yaitu tindakpidana, pertanggungjawaban pidana serta tentang pida. 

dan pemidanaan. Konstribusi dan eksistensi hukum adat dalam pembaharuan KUH 

nampak dari prinsip-prinsip yang secara substansial termuat dalam konsep rancangu 

KUHP sebagai ius constituendum. Nilai-nilai hukunm pidana adat vang ada, u 

generalisasikan dan diambil untuk diberlakukan secara nasional. Dalam pembentuka 
hidy; 

sistem hukum pidana nasional yang mengedepankan azas keadilan, nilai-nilai yang 

dalam masyarakat termasuk hukum adatpidana yang selama ini diakui keberadaannya tela' 

diserap dalam konsep rancangan KUHP. 

A. PENDAHULUAN 

ABSTRAK 

Kata kunci: eksistensi, hukum pidana adat, RUU-KUHP 

Sebagai akibat politik hukum yang dijalankan Hindia Belanda di ma 
penjajahan yang bersifat dualisme sistem bahkan pluralistik telah mewarisi keada 
hukum yang kenyataannya pluralistik pula. Dengan keluarnya Undang-Und 

1 

Nomor 73 Tahun 1958 yang menentukan berlakunya undang-undang Nomor 
Tahun 1946 (KUHP) untuk seluruh Indonesia, maka tidak ada lagi dualisme hus pidana di Indonesia. Undang-Undang ini menjadikan uniformitas terhadap keadaan 

pluralisme hukum pidana yang ada di wilayah Indonesia sebelumnya. 
Namut berlakunya UU No.l/1946 digambarkan sebagai suatu peraturan pendahuluan, 

yang harus disesuaikan sebelum ditetapkannya KUHP yang baru dan Nasional. 
Oleh 

Oemar Seno Adji, Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana sekarang dan Masa Yang 
Akan datang, edisi ketiga, Pantjuran Tujuh, 1971. Hlm.6. 
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